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Mengingat

\IIALIKOTA BATU
PROVIIYSI JAWA TIMUR

PERATURAN UIALIKOTA BATU
NoMOR gt TAHUN2018

TENTANG

PERT'BAIIAIT KEDUA ATAS PERATI'RAN WALIKOTA BATU
NOMOR 66 TAIIUN 2017 TEI{TANG RENCAITA KEzuA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAIV YANG MATIA ESA

WALIKOTA BATU,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentang
Pembentukan Kota Batu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41 18);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke4'a
Pemerintah Daerah dan surat Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor:
O5O/lOO39/201.15/2018 tanggal 17 September 2018 perihat
Hasil Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2018;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2025
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTool;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s234),;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaltan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6tal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6641;

halaman 2 dari 4 halamar..



15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 20 I 7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2O09 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol4-2O19
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu
Tahun 2OO5-2O25;

halaman 3 dari 4 halaman...



26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 201g tentang

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2Ol7-2O22 (Irmbaran Daerah Kota iatu Tahun 2018Nomor 3/D)

MenetapKan : PERATURAI{ ,ALIK.TA TENTAISG PERUBNIAN NEDUAA?AS PERATURAN WALIIIOTA BATU ITOMOR 66 TAHTIN
2017 TEITTANG REIYCAITA KERT'A PEMTRIIYTAII DATRAII
XOTA BATU TAHI'IY 2018.

MEMUTUSXAN

Pasal I

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal tp September 2018

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2017
tentang Rencana Keq'a pemerintah Daerah Kota Batu Tahun
2O18 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota
Batu Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Peraturan Waiikota Batu Nomor 66 Tahun 2OlZ tentang
Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 201g
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Walikota ini.

Diundangkan di Batu
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIEITSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 36/e
halaman 4 dari 4 halaman...

Peraturan Walikota
diundangkan.


